PENEGAKAN KODE ETIK!

Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)
dengan tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai
lembaga perwakilan rakyat. Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi pencegahan
dan pengawasan; serta penindakan. MKD melakukan tugas, fungsi dan wewenangnya
sebagaimana tercantum dalam Pasal 121A, Pasal 122 dan Pasal 122A Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pasal tersebut merupakan revisi dan perluasan tugas, fungsi dan
wewenang MKD. Dalam Pasal 122 huruf g UndangUndang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Undang — Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan
DPRD disebutkan salah satu tugas MKD, yaitu memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran
Kode Etik.

Mekanisme penanganan perkara pelanggaran Kode Etik dapat didahului dengan
penyelidikan dan verifikasi. Penyelidikan dan verifikasi dilaksanakan, baik dalam rapat
maupun kunjungan ke tempat kejadian perkara (TKP). Penanganan setiap perkara pengaduan
tidak selalu dapat diselesaikan dalam satu masa persidangan namun dapat berlanjut ke masa
persidangan berikutnya.

Pada Masa Persidangan I, terdapat 6 (enam) perkara dari masa persidangan sebelumnya
yang masih dalam proses penanganan. Sejumlah 3 (tiga) perkara telah diputuskan tidak
ditindaklanjuti dengan berbagai alasan dan 1 (satu) perkara ditindaklanjuti dengan membentuk
Panel. Pada Masa Persidangan | terdapat 10 (sepuluh) surat pengaduan baru yang masuk. Surat
pengaduan tersebut telah dibahas dalam Rapat Intern MKD dengan 3 (tiga) jenis keputusan,
yaitu: ditindaklanjuti dalam persidangan; ditindaklanjuti dengan penyelidikan; dan dilakukan
proses verifikasi.

Pada Masa Persidangan 1l tidak ada surat pengaduan baru yang diterima oleh MKD.
Namun penanganan perkara di MKD tetap berjalan dengan memproses pengaduan yang telah
masuk dan melanjutkan penanganan perkara yang telah ditindaklanjuti pada masa persidangan
terdahulu. Salah satu perkara pengaduan ditindaklanjuti dengan membentuk Panel karena
adanya dugaan pelanggaran yang bersifat berat. Undang-undang menyebutkan bahwa dalam
hal MKD menangani kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada
sanksi pemberhentian, MKD harus membentuk panel sidang pelanggaran kode etik anggota
DPR. Panel terdiri atas 3 (tiga) orang anggota MKD dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat.
Panel telah melaksanakan rapat-rapat dengan agenda penentuan jadwal rapat maupun sidang.
Untuk perkara pengaduan lainnya masih dalam tahap verifikasi dan ditindaklanjuti dalam tahap
penyelidikan.

Pada Masa Persidangan Ill, kegiatan MKD dimulai dengan sidang Panel MKD yang
telah dibentuk pada tanggal 23 November 2018 lalu. Pada Masa Persidangan I11 ini tidak ada
surat pengaduan baru yang masuk, namun MKD melanjutkan penanganan perkara yang masih
diproses dari masa persidangan terdahulu. MKD juga melanjutkan kegiatan Panel berupa
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sidang memanggil Pengadu, Saksi dan Teradu. Sedangkan perkara pengaduan lainnya masih
dalam tahap verifikasi dan ditindaklanjuti dalam tahap penyelidikan.

Pada Masa Persidangan IV, MKD melaksanakan Rapat Intern dengan agenda
membahas dan mengesahkan Program Kerja MKD, membahas pengaduan yang belum
diputuskan, dan lain-lain. Rapat Intern Panel dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2019, dengan
acara: Persiapan Sidang Panel Nomor Register Perkara 117/PP-MKD/2018, dan lain-lain.
Sidang Panel pada tanggal 21 Maret dilakukan dengan agenda memanggil Teradu. Pada tanggal
21 Maret 2019 juga dilakukan pembahasan putusan.

MKD juga menerima pengaduan baru yaitu penerusan laporan masyarakat dari KPK
yang disampaikan kepada MKD terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan
oleh Anggota Dewan. MKD menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan
penyelidikan ke daerah, mengundang saksi dan mengundang Teradu dalam rangka meminta
keterangan.

Pada Masa Persidangan V Mahkamah Kehormatan Dewan masih melanjutkan
menangani beberapa perkara yang masuk pada masa persidangan yang lalu. Berdasarkan hasil
penyelidikan dan verifikasi, 2 (dua) perkara telah diputuskan tidak ditindaklanjuti karena tidak
cukup bukti serta tidak adanya unsur pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu,
sedangkan 1 (satu) perkara masih dilanjutkan prosesnya dengan tahap penyelidikan dan
verifikasi. Pada Masa Persidangan V ini juga MKD menerima surat pengaduan baru dan masih
dalam tahap verifikasi.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa MKD sedang memproses perkara
pengaduan yang disampaikan olenh KPK. Selain itu berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf h
Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan
menyebutkan MKD bertugas: “h.mendampingi penegak hukum dalam melakukan
penggeledahan dan penyitaan di tempat Anggota yang diduga melakukan tindak pidana”.
Selama periode Keanggotaan 2014-2019, MKD telah melaksanakan pendampingan
penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh KPK, termasuk pelaksanaan rekonstruksi di
rumah dinas anggota.

Selain menangani perkara pelanggaran kode etik, MKD juga melakukan kunjungan
kerja ke beberapa provinsi dalam rangka sosialisasi dan penyelidikan perkara. Kunjungan kerja
ke daerah juga dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan penegak hukum dari Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hakikat dari kerja sama
yang dimaksud adalah adanya kesepahaman dalam pelaksanaan peraturan perundangundangan
yang mengatur fungsi, tugas dan wewenang ketiga lembaga negara.

Pada Tahun Sidang 2018-2019, MKD juga melaksanakan penyelenggaraan Seminar
dengan Tema “Peran Lembaga Etik dalam Mengawasi dan Menjaga Perilaku Etik Pejabat
Publik”. Seminar dihadiri oleh beberapa Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten dan DPRD Kota, Civitas Akademika Universitas di Jabodetabek, IKAHI, serta
Pejabat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Seminar dibuka oleh Wakil Ketua
MKD, Bapak Dr. Ir. Adies Kadir, SH,M.Hum. Sambutan Keynote Speech dari Wakil Ketua
DPR RI/ KORKESRA, Bapak Fahri Hamzah, SE. Sedangkan sambutan penutup oleh Wakil
Ketua MKD, Bapak Th. Soenmandjaja. Diskusi dalam Seminar dibagi menjadi 3 sesi dengan
pembicara:



1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, SH., MH.

Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL

Dr. Indra Perwira, SH., MH.

Dr. Ir. Adies Kadir, SH,M.Hum (Wakil Ketua MKD)

Dr. Sunarto, SH., MH. (Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Nonyudisial)

Dr. Laode Ida (Anggota OMBUDSMAN RI)

Prof. Dr. Bintan Regen Saragih, SH (Anggota Dewan Etik Mahkamah Konstitusi)
Brigjen Pol. Drs. Eko Sukriyanto (Karo Pertanggungjawaban Profesi Polri Divisi
Profesi dan Pengamanan Polri)

Ir. Isma Yatun, M.T (Anggota 5 BPK)

10) Soemarno, SH,MH. (Ketua Komisi Kejaksaan RI)
11) Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH, M.Hum (Ketua Bidang Rekruitmen Hakim

Komisi Yudisial)

12) Herry Muryanto (Deputi PIPM KPK)



